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Bukti kepemilikan atas tanah sangatlah diiperlukan guna memberikan kekuatan hukum yang kuat atas suatu
kepemilikan, begitu pula dengan aas hak atas tanah yang merupakan dasar bagi seseorang untuk memiliki
hak atas tanahnya. Suatu alas hak dapat dijadikan sebagal dasar penerbitan sertipikat dan memiliki kekuatan
pembuktian yang merupakan suatu alat bukti tertulis yang berkekuatan sebaga akta dibawah tangan.
Sebagai mana tercantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, terdapat beberapa alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas
tanah. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di Provins
Riau di berbagai daerah terdapat istilah yang berbeda akan tetapi hal ini sama halnya dengan surat dasar atau
sebagian masyarakat menyebutnya dengan ?SK camat? dan hal ini termasuk dalam lain-lain bentuk alat
pembuktian tertulis dengan nama apapun juga. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh SKGR ini hanya
berupa surat keterangan saja yang mana memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif serta didukung dengan hasil wawancara
dengan narasumber dan informan. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara
deduktif. Data hasil penelitian ini akan dikemukakan dan akhirnya yang akan menjawab pokok
permasalahan serta memberikan Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor : 97-
98/PDT/G/2009/PN.PBR mengenai jual beli dengan Surat Keterangan Ganti Rugi. Upaya yang harus
dilakukan untuk mengatas aas hak dibawah tangan ini yang merupakan dasar dari diterbitkan suatu
sertipikat maka diperlukannya ketelitian dan registrasi yang baik dari aparat yang berwenang dalam hal ini
kecamatan maupun kelurahan sehingga meminimalisir terjadinya Alas Hak yang tumpang tindih.

...... The strength of evidence is greatly required in order to provide legal strength for an ownership, likewise
the basis of land right which constitutes the ground for an individual to possess right over hisland. A basis
of right may be used as the ground for the issuance of land right certificate and has the strength of evidence
which constitutes written evidence having the power as a privately drawn up deed. As stated in the
elucidation of Article 24 of Government Regulation Number 24 of the Y ear 1997 regarding Land
Registration, there are several written evidences which can prove ownership over land. Certificate of
Compensation [Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)] constitutes a basis of right which is commonly used
in Riau Province, in various regions, there are different terms being used, however, they all are referring to
the same matter which is the basic |etter or some communities are referring to it as ?Decree of the Head of
Sub-district [SK camat]? and thisisincluded in the definition of other forms of written evidence by any
name whatsoever. The strength of evidence possessed by this SKGR is merely a document which similar to
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aprivately drawn up deed.

This research uses juridical normative research form as well as supported by the result of interview with
resources and informants. After the entire data is processed and analyzed, then a conclusion is assumed
deductively. Data on the result of this research will be presented and finally it will answer the subject matter
aswell as provide Analysis towards the verdict of the District Court of Pekanbaru Number: 97-
98/PDT/G/2009/PN.PBR regarding sale and purchase by means of Certificate of Compensation. The efforts
which must be taken in order to overcome this basis of right based on privately drawn up deed which
constitutes the basis for the issuance of a certificate is the need of thoroughness and sufficient registration
from the authorized apparatus, in this matter the apparatus in the sub-district and village levels, therefore, it
will minimize the occurrence of overlapping Basis of Right upon the land.



